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~ Motor Operasional Teronggok

&
Y

MANGUPURA, NusaBali
Belasan unit motor teronggok
di basement kantor DPRD Badung,
Sempidi, Kecamatan Mengwi.
Walaupun secara kasat mata
kondisinya cukup mulus, namun
motor tersebutsudah tak terpakai.
Saking lamanya tak digunakan,
motor-motor ini jadi berdebu dan
' tampak sangat kotor. Anehnya lem-
baga dewan berkilah bila sedang
dalam proses pelelangan.
Adapun merek motor yang ter-
bengkalai seperti Honda GL Pro,

Mega Pro, Astrea Grand, dan Honda -

Supra. Motor disebut-sebut adalah
kendaraan operasional staf sekre-

tariagdewan. Separa fisik ada nomor ¢

_di Basement

-ada unsur i‘

_

‘ ang sudah d
arsa. Tapi ada juga

polisi (nop
keadaan kad

I
yang masih 3‘;
ber 2015. |
‘Sekretaris |[DPRD (Sekwan)
Badung Mad¢ Wira Dharmajaya tak
menampik ata$ kondisi ter:
Mesmi begiti1 ‘- a membantah bila
gajaan, Mengingat
kendaraan I tak terpakai
rena akan diha . skan. Menurutnya

sekarang menunggu proses lelang

di Bagian Aset Pemkab Badu

“Coba tanyakan ke Bagian Aset.
Di sana yang memproses eiél-
angan,’ kata \Vita Dharmaja at
dikonfirmasl, $énin (26/10).|

~Berapa jurnlah kendaraan ope-

aku hingga Novem-_

ebut.

DPRD Badung

SEJUMLAH

lama tak terpa-
kai, kondisinya
tak terawat dan
berjejer di base-
ment-gedung
DPRD Badung,
Senin (26/10).

® NUSABALVARI SISWANTO

rasional yang akan dllelang” Man-

tan Asisten Il Pemkab Badung ini
mengaku tak hafal. “Data saya lupa._

Mohon
badan,”

ucapnya. Dan untuk taksiran

nilai aset pihaknya pun mengaku

tak tahu.

Sementra itu Kaba"g"*Aset Pem-
kab Badung [ Wayan Puja tak ban-
yak memberikan komentar atas
lelang kendaraaan operasional di
lingkungan Pemkab Badung, salah
satunya yang ada di sekretariat

dewan.

Diminta perincian lelang

kendaraan plat merah itu, pihaknya

berdali

h tak memegang data. “Da-

tanya dipegang staf,” ucap mantan
Camat Kuta Selatan, itu. ﬁ = as

motor yang’

maaf saya sedang tidak enak 2
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* Pengelola

“‘

KONDISI Pasar yang berdiri di ¢
Bangli, di kawasan Jalan Sernz

| Rutar} Bangl

BIOL: 1ot

eranggi, Seni ’

BANGLI, NusaBali 1
Pengelolaan pasar yang
berdiri di eks Rumah Tahan
Negara (Rutan) Bangli, tep
nya di kawasan Jalan Ser
Meranggi, sampai saat ini ke:
beradaannya belum jelas alias
saru gremeng. Padahal pasar
ini telah didirikan sejak tahun
2009, dengan menggunakan
bantuan Kementerian Kop-
erasi dan UKM RI. Sehingga
ketidak jelasan pengelola
pasar ini, mendapat sorotan
dari banyak pihak diantaranya
-anggota DPRD Bangli «
~ Anggota DPRD Bangli, ‘

‘berdasarkan mformaSI yar
dldapatnya sesuai deng

ini dikelola oleh koperasi
yang notabene anggotan
adalah pedagang setemp
“Namun, hingga kini kita b
lum tahu koperasi mana ya
mengelola pasar tersebu
tanya politisi Partai Golkan
Senin (26/10).

kewajiban pedagang ya
menempau ios. Sebab seja
ini belum ada yang mengatur,
meski mereka membayar
retribusi. “Jadi, persoalan
- itu harus benar-benar ]elas,
pintanya. |
Sementara, Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mlkto !
Kecil Dan Menengah Banglu
Dewa Gede Supartha, dikon-
firmasi terpisah, membenar-
kan sejauh ini memang belum
ada pihak yang ditunjuk men-
jadi pengelola pasar tersebut.
"Sampai saat ini pasar terse-
b’ut masih dinaungi Pemka,b

“ sebutnya.
Kata dli%asar dengan be-

' Dia juga nymggungsct‘

berapa los dan kios itu diban-

gun pada tahun 2009 deng
menggunakan anggaran stimu-
lus dari Kementerian- Kop
erasi dan Ulyr&eM RI. Pemban-
gunan men Bl n dana hingga
Rp 1 Miliar. “Untuk langkah
selanjutnya, kita bakal segera
melakukan kajian, terkait den-
gan pengelola pasar tersebut,”

imbuhnya. &scr53 | |
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Pungutan Pa]dk

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha deK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Hotel Restoran

Dimasalahkan

Memungut PHR
 dari akomodasi
wisata yang
bodong, Dispenda
dituding ikut
melegalkan usaha
tersebut. Padahal,
usaha itu tanpa IMB
dan izin usahanya.

SINGARAJA, NusaBali

Pungutan pajak hotel dan
restoran (PHR) terhadap ako-
modasi seperti hotel, vila dan
pondok wisata yang tidak berizin,
kini dimasalahkan oleh Badan
Anggaran (Bangar) DPRD Bule-
leng. Pungutan tersebut dianggap
sebagai tindakan ikut melegalkan
usaha akomodasiyang tidak beri-
zin tersebut.

“Kami sangat apresiasi atas
usaha-usaha dari Dinas Penda-
patan untuk meningkatan PAD.
Tapi kalau memungut PHR dari
hotel, vila dan pondok wisata
yang tidak memiliki izin, itu
sama artinya Dispenda ikut mel-
egalkan usaha tersebut. Padahal
sudah jelas-jelas, usahaitu tidak
memiliki IMB, bahkan izin usa-
hanya saja belum ada,” ungkap
anggota Banggar, Putu Mangku

.Budiasa dalam pembahasan
rancangan APBD induk 2016
bersama tim anggaran eksekutif,
Senin (26/10).

Mangku Budiasa menyebut,
-pihaknya menemukan masih
ada sarana akomodasi yang
belum berizin, tapi sudah ber-
operasi. Nah, kalau sarana ako-
modasiitu terus dipungut pajak,
Mangku Budiasa kawatir justru
tindakan itu akan memuculkan

pelts alan baru di kemudian
hat

['Saya khawatir ini (pungutan
PHR terhadap hotel, vila dan pon-
dok wisata,red) akan timbulkan
masalah baru kedepannya, jangan
sarnpai pungutan itu dikatakan
pungli. Ini perlu mendapat per-
hatian serius,” ujarnya.

Politisi PDIP asal Desa Selat,
Kedamatan Sukasada ini juga me-
nyinggung tindakan dari Satpol
PP Pemkab Buleleng yang tidak
pekia terhadap keberadaan sa-
rana akomodasi yang tidak beri-
zm‘ Disebutkan, dirinya pernah
memtéerlkan data yang akurat
terhadap pondok wisata yang
tidak berizin tapi sudah berop-
erasi Kepada Satpol PP, ternyata
sanipai sekarang tidak ada tin-
dakan tegas.

“Kami berapa kali sidak, tern-

yata 3emang pemilik pondok
w1s‘|t tidak mau punya itikad

“baik n@enguﬁrusﬁ perizinan, tapi

yangjyutgut adalalipajak dari

anehnya Pol PP yang saya berikan
data juga tidak ada responnya.
Dan katanya pondok wisata itu
dilindungi oleh oknum Pol PP
sendiri,” ungkapnya.

Pplitisi PDI Perjuangan itu juga
memmta kepada Sekkab Buleleng
Dewla Ketut Puspaka, mengevalu-
asi kinerja Badan Polisi Pamong
Praja. Perbuatan oknum yang
melindungi usaha bodong, diang-
gap sudah jelas-jelas merugikan
daerah. Selain itu kinerja tim
yustisi, kata Mangku, juga patut
dievaluasi kembali. Karena tak
kunjun
yang t
dewan.

Semgntala itu Sekkab Bule-
leng Dewa Ketut Puspaka secara
terpisah menyatakan mengapre-
siasiinformasi yang disampaikan
DPRD Buleleng. Puspaka juga
menyinggngu perwakilan dari
Dispenda yang menyebut, PHR

lah disampaikan oleh

meninjak hotel bodong

% Oknum Pol PP Dltudlng Lindungi
Hotel Bodong

wisatawan yang dititip sementara
kepada pengelola sarana akomo-
dasi. Kendati demikian, pihaknya
akan menindak tegas terhadap
sarana akomodasi yang belum
berizin.

Sedangkan terkait dengan
dugaan oknum Pol PP yang ikut
melindungi sarana akomodasi
yang tidak berizin, Puspaka men-
jamin tim yustisi telah melakukan
langkah-langkah, dan menegas-
kan pemerintah tak akan mem-
biarkan ada usaha bodong di
Buleleng.

“Terkait masukan ada oknum
yang jadi backing, ini dapat men-
jadireferensi kami. Saya tegaskan,
sebagai pejabat yang berwenang
mengevaluasi masalah kepegawa-
ian, ini akan menjadi perhatian
saya. Kami tidak ingin aparatur
pemerintah menyalahgunakan
jabatannya, dengan menjadi back-
ing usaha  yang tidak berizin,”
tegasnya. & 1 k19
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Ditohok Bansos

DENPASAR, NusaBali P

Ketidakpastian cairnya dana bantuan
sosial (bansos)/hibah untuk masyarakat
yang difasilitasi DPRD Bali, akhirnyz jadi
beban bagi 55 anggota Dewan. Saat ter-
jun ke masing-masing daerah pemilihan
(Dapil)-nya untuk penyerapan aspirasi
saat masa reses, Senin (26/10), pa

PK RI Perwakilan Provinsi Bali

Masyarakat mulai menanyakan kepas-
tian pencairan bansos ini, hingga anggota
Dewan pun terpaksa harus menjelaskan
ulang duduk persoalannya. Salah satu yang
mengaku ditohok masalah bansos adalah
anggota Komisi IV DPRD Bali dari Frak-
si Golkar Dapil Badung, I Wayan Rawan
Atmaja.

“Ya, masyarakat sudah bertanya-tanya
soal pencairan bansos ini. Kita reses, di ma-
na-mana masalah bansos /hibah jadi topik
masyarakat,” ujar Rawan Atmaja kepada
NusaBali, Senin kemarin, _

Karena tidak mau masyarakat yang
diwakilinya di Badung kecewa, maka

bansos.

'Rawan Atmaja pun berusaha

- menjelaskan duduk persoalan. Dia
tak ingin persoalan bansos malah
jadi bumerang. :

" “Dari' A sampai Z kami jelas-
kan ulang, supaya masyarakat
mengerti dan informasinya tidak
simpangsiur. Kita sampaikan
memang ada perubahan aturan
(di mana penerima bansos ha-
rus berbadan hukum, Red),” jelas
politisi Golkar asal Banjar Bualy,
Kelurahan Benoa, Kecamatan
Kuta Selatan, Badung ini.

Rawan Atmaja mengatakan,
ls)elainb/mmtagsal h bansos{llllibah,
ergabai persoalan juga disera
selama sepekan masaﬁses DPRB
Bali. Teiwasuk di antaranya
menyangkut masalah infrastruk-
tur, program pendidikan, dan ke-
‘sehatan. “Tapi,van
adalah pertanyaan soal bansos,”
ujar Ketua Pansus Rencana Induk

]

' Pembangunan Pariwisata DPRD
Ball ini. { 3
Hal senada juga disampaikan
‘anggota Fraksi PDIP DPRD Bali
Dapil Buleleng, Ketut Kariyasa
Adnyana. | irut Kariyasa Ad-
nyana, ma masa reses di
Dapil Buleleng, dirinya banyak
mendapat pertanyaan masyara-
kat terkait masalah bansos yang

belum cair.

“Kita harus jelaskan supaya
tidak menjadi simpangsiur infor-
masinya. Kita jelaskan aturannya,
yang memang ada perubahan
dibanding sebelumnya. Ini pent-
ing. Jadi, massa reses ini juga kes-
empatan kita untuk menjelaskan
urusan bansos,” ujar politisi PDIP
asal Busungbiu, Buleleng yang
juga Ketua Pansus APBD 2016
DPRD Bali ini.

anggota Dewan mulai ditohok masrll

ieses, Dewa

g mendominasi

Sebagai a Pansus A
2016yang 1 egang seluk-
pembahasan dnggaran di De

Kariyasa Adnyana mengaku be
lum menuspatkan inform sE
yang valid dari eksekutif. Semua

disampaikan mésih dalam proses.
"Kata eksekutif (Gubernur), saa
ini masih proses verifikasi Pe|

di pusat. Ya, kitadi Dewan sifatnya
hanya menunggu saja,” tegas
mantan Ketua Komisi IV DPRD
Bali 2009-2014 ini.
"~ Kariyasa |Adnyana men-
gatakan, jika bahsos yang difasili-
‘tasi DPRD Bali $enilai total Rp 46
‘miliar di APB
ini tidak cair

<
5
&
g
=
N,

Silpa (Sisa LebihiPerhitungan Ang-

garan). Tidak
susualan. “Habi$ n
garan, yasel¢sal Kalau bansos Rp

tidak cair, jelds akan menjadi Si
Itu tidak bisal lagi diotak-atik dan
masuk kas dderdh,” ujar Kariyasa

46 miliar di El D Perubahan ini,

Adnyana. | ‘

_ Sementara itu, hingga Senin’
sore belum kepastian dari:
eksekutif soal pencairan dana
bansos yang difasilitasi 55 ang--
gota Dewan, Bocoran yang di-

peroleh NusaBali, petinggi Pem-
prov Bali masih berjibaku di

Jakarta menanyakan kepastian

verifikasi Péergub (Peraturan
Gubernur)--+yang diajukan ke
Kementerian Dalam Negeri se-
bagai payung hukum pencairan
bansos. | : !

__ Sayangnyd, Ketua Tim Angga-
ran Pemerintah Daerah, Tjokor-
da Ngurah Pemayun, belum bi
dikonfirmasi terkait kepasti
pencairan bansps ini. Saat di-
hubungi melalui telepon, Seni
kemarin, terdergar nada sam-
bung, namun $ekda Provinsi Bali

| Be@mbungﬂ(e Hal15 Kolor[ 1

r|Ditohok Bansos

ini tidakmengangkat ponselnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua
DPRD Bali Nyoman Adi Wiry-
atama menegaskan Dewan bisa
mencairkan bansos dengan
‘acuan hukum Perda APBD Per-
ubahan yang sudah diverifikasi
Mendagri. Ini jauh lebih me-
mungkinkan, ketimbang menung-

gu payung hukum pencairan ban-
sos melalui Pergub yang masih
-diajukan ke Mendagri. :
Adi Wiryatama menegaskan,
demi bisa cairnya bansos dan
hibah ini, 55 anggota DPRD Bali
nanti harus juga siap tanggung
risikonya. “Bagi saya, kalau tidak
berani bela rakyat dengan segala
risikonya, lebih baik mundur saja.
Hari ini (kemarin) saya telepon
Mendagri Pak Tjahjo Kumolo, tapi
katanya belum ada keputusan.
Padahal, waktu sudah sangat
mepet,” ujar politisi senior PDIP
yang mantan Bupati Tabanan
“2000-2005 dan 2005-2010 ini.
Menurut Adi Wiryatama,
payung hukum untuk pencairan
bansos ’gtrakyathali seBenz
rnya sudah jelas, yani Per
APBD Perubahan 2015. Perdaini
adalah lanjutan dari Perda APBD
Induk 2015. “Induk bisa cair, ini
di tahun yang sama kok tidak
“bisa cair? Sangat aneh. Nanti
“kami rancang, Dewan membuat
statemen bersama. Kasihan ma-
syarakat menunggu terlalu lama
cairnya bansos tersebut,” tegas
Adi Wiryatama. Saat ini, ada
 Rp 46 miliar dana bansos yang
idifasilitasi DPRD Bali dalam
{APBD Perubahan 2015, yang
bisa men‘}adi Silpa. & nat j
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Untuk menjadikan
RS Bali Mandara
bers stem modern,
“dibutuhkan
,anggaran untuk
pengadaan alat
kesehatan hingga
Rp400 mnllar

DENPASAR;. NusaBali
. Gubernur Bali Made Mangku
g astika mengatakan Rumah Sakit
ali Mandara yang saat ini tengah
dalam proses pembangunan, dari
sisi pelayanan dan penggunaan
peralatannya dirancang menggu-
nakan sistem modern.

“Rumah sakit ini integrated,
jadi bukan terdiri dari gedung-
gedung yang jauh-jauh. Ini sudah
dilakukan studi yang kompre-
hensif mengenai sistem pelay-

nan rumah sakit yang modern,
sehingga benar-benar integrated
disana,” kata Pastika, di Denpasar,
Senin (26,/10).

Menurut dia, kalau masih ada
pasien yang wara-wiri didorong
bawa infus dan pasien yang harus
membawa hasil rontgen kemana-
mana, bukanlah mencerminkan
sistem pelayanan RS yang modern.
“Itulah bedanya nanti, RS ini (RS
Bali Mandara-red) modern, artinya

| menganut sistem peralatan mod-

ern,” ucapnya.

‘Untuk mendukung cita-cita
menjadikan RS Bali Mandara
bersistem modern, Pastika men-
gatakan dibutuhkan anggaran

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BFK Rl Perwakilan Provinsi Bali

@ |ST

tika saat meninjau lokasi RS Bah Mandara dl Jalan By Pass

mar, te tama kamar operasi, ruang

. rontgen dan sebagainya tentu harus

disesuaikan dengan alat kesehatan

yangdipasang.
Sedangkan untuk manajemen
pengelolaan RS yang berlokasi di

Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpas-
ar, itu akan menggunakan sistem

. lelang dengan mengundang berb-

agai pihak. Pastika menambahkan
untuklayanan pengobatan penya-
kit yang akan menjadi unggulan
di RS Bali Mandara hingga saat
ini belum diputuskan. “Kita harus
ada survei pasar dulu, apakah ini
cenderung untuk pengobatan
penyakit degeneratif ataukah
penyakit-penyakityanglain, misal-
nyaanti+aging, jantung, ginekolog,
dan sebagainya. Itu belum kita

GUBERNUR P

Ngurah Rai, Dﬁsnpasar, beberqpa waktu lalu. i
untuk pengadaan alat keseilatan
hingga-Rp400 miliar. ]

Pemprov Bali, ucap dia, pebe-‘
lumnya sud sempat meminta
kepada pemerintah pusat un-
tuk membantu pengadaan alat
kesehatan| dan dijanjikan akan
mendapatkah dana dari APBN
Rp150 milian “Sudah disepakati
sebagian oleh Bappenas, tetapi be-
lum oleh K¢ mgnterian Kesegatan'.'
Kalau menIa sudah bisa dipas-
tikan sebagiah oleh APBN, maka
sisanya h disiapkan AFBD,"'
ujar Pastika. | ,

Di sisi lain, mantan Kapolda
Bali ini menhgatakan, pertengahan
tahun 2016 akan dimulai proses
mendesain herbagai jenis kamar di
RS Bali Mandata. Dia mengingatkan
bahwa ketika thulai mendesain ka-

Selasy, 2}0Lt0$d 20[5“

3

tentukan,” ucapnya. & ant, isu
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lagi dengan awak media,” j¢lashya.

' (Forkomdes) Kabupaten

Soal D
Dewan Seb

SINGARAJA, NusaBali

Lembaga DPRD Bulele
fasilitas mobil dinas bagi selt
keinginan. Mereka menyeb
dinas itu adalah bagian dari ke

“Kami ini kan pejabat dae :,
dengan pejabat daerah lai
fasilitas mobil dinas. Catat i
bagi anggota bukan keinginan
untuk seorang pejabat daer
Badan Anggaran (Bangar) DF
Adnyana, ketika membahas ra
bersama tim anggaran eksek
rapat komisi. -

Menurut Tirta Adnyana
pihaknya mewacanakan pengea
menjadi sebuah pemikiran b

politisi Partai Golkar asal
Tejakula ini.

Tirta Adnyana juga mengaku Kecewa, karena ?:‘gadaan

mobil dinas yang semestinyaimenjadi rahasia internal justru
bocor ke awak media. Apalagi itd baru sebatas wacana dan

menegaskan, bahwa pengadaan mobil dinas bagi ang-
gota dewan belumlah final. gadaan mobil dinas bagi
anggota dewan itu baru sehatds wacana. ”Kltz:£egaskan

dalam rancangan APBD belum ada pos pengadaan mobil

dinas, ini baru sebatas wacand. Nanti kami akan bicara

Sementara, Ketua Forum Komunikasi Kenala Desa
uleleng | Made Suteja jika
‘pengadaan mobil dinas bagi anggota DPRD Buleleng itu
baru sebatas wacana sebalknya dibahas secara detail.
Bahkan, jika perlu dilakukan sufvey dengan penyebaran

" kuisioner di masyarakat un uk encari masukan terha-

dap rencana tersebut. Apa gilwacana itu berkembang
dengan pemangkasan jatat batuan social bagi anggota
dewan. “ & k19 ‘ y f

¢4




